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PERKEMBANGAN OUBREAK PMK DI INDONESIA

Sumber:	Ditjen PKH,	Kementan RI



ALUR LALU LINTAS TERNAK PMK

TERNAK	SAPI	POTONG GEJALA	PMK KONFIRMASI	POSITIF

TERNAK	SUSPECT

TREATMENT

PEMOTONGAN	
BERSYARAT

MATI	/	BANGKAR

LAPOR	DINAS

POTONG	PAKSA
EMERGENCY	SLAUGHTER

TREATMENT

DIJUAL	(	LALU	LINTAS	)

MATI	/	BANGKAR

TIDAK	LAPOR	DINAS

TERCATAT	DI	ISIKHNAS	/	
siagapmk.id

TIDAK	TERCATAT	DI	ISIKHNAS	/	
siagapmk.id

**Untuk sapi perah data
tercatat di koperasi susu/GKSI
dan datanya juga tidak sama
dengan data ISIKHNAS /
siagapmk.id



• Mitigasi Peternak dalam mengurangi kerugian akibat PMK
• Sapi mati / mati Bangkar , biaya penguburan/pemusnahan Rp 1-1,5 juta per ekor
• Sapi roboh potong paksa, terjual dengan harga Rp 2,5 – 5 juta per ekor
• Sapi terindikasi PMK (suspect) harga Rp 30.000 – 40.000/kg hidup (sapi berat hidup 400 kg masih laku Rp

12 – 16 juta/ ekor)
• Treatment obat antibiotik, antipiretik, vitamin, & obat tradisional, termasuk desinfectan Rp 250.000-

350.000/ekor

• Ada perbedaan perlakuan antara lalu lintas ternak antar daerah (kab/kota) dalam satu
propinsi, antar Kab/Kota atau Propinsi dalam satu pulau, serta lalu lintas ternak antar
Pulau.

• Tidak ada pengetatan lalu lintas media pembawa penyakit, seperti ;
• Bahan asal ternak
• Alat transportasi
• Pakan Ternak
• Semen & Embryo
• Lalu lintas manusia & barang

KONDISI DI LAPANGAN



SATU DATA ( kasus Data GKSI )

Harus ada terobosan untuk testing ternak
terkonfirmasi positif PMK, seperti memperbanyak
fasilitas testing yang merata diseluruh wilayah
Indonesia, sehingga menjadi mudah dan murah
(terjangkau), karena sifat PMK yang sangat cepat
penularannya.
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ALOKASI ANGGARAN MITIGASI PMK
Dampak PMK yang paling besar adalah kerugian sosial ekonomi, sehingga sangat diperlukan
dana/anggaran penanganan yang sangat besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan
dana/anggaran Kementrian Pertanian.
Kebutuhan dana/anggaran meliputi :
- Pembelian Vaksin PMK untuk Vaksinasi seluruh ternak/hewan berkuku genap ; Sapi, kerbau,

domba, kambing, babi serta hewan liar berkuku genap lainnya
- Operasional Vaksinasi , Pembangunan Sistem Informasi PMK yang terintegrasi dan Anggaran

Operasional SATGAS PMK baik di pusat & di daerah, dll
- Dana / Anggaran untuk pembelian ternak yang terkena PMK atau berpotensi menularkan PMK

dalam rangka penanganan penyebaran PMK

02

Diperlukan kelembagaan Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara
terpusat, gabungan multi stakeholder yang terpusat dan memiliki akses operasional di
daerah, layaknya penanganan pemerintah saat pandemic Covid19, atau wabah Flu Burung
(Avian Influenza) yang lalu.

SATGAS PENANGANAN PMK TERPUSAT DENGAN 
MEMILIKI AKSES OPERASIONAL DI DAERAH

OK

OK

Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Covid-19 dan
PEN No. 02 Tahun 2022 ttg Susunan Keanggotaan dan Struktur
Organisasi Satgas Penanganan PMK

DANA	PEN	Rp 4,4	T



MITIGASI DAMPAK OUTBREAK PMK

PERCEPATAN VAKSINASI
Vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus
segera dilaksanakan, belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam
pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus
melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk
pengadaan vaksin PMK ini. Pihak Industri Peternakan yang juga memiliki resiko ternaknya tertular PMK (Industri
Peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Domba/Kambing dan Industri Peternakan Babi) dapat dilibatkan secara
langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan Industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para
peternak di sekitar lokasi industrinya.

Kondisi terakhir Vaksin PMK, sudah ada 5 produsen vaksin yang melakukan paparan di Komisi Obat Hewan untuk
vaksin yang cocok utk PMK di Indonesia yaitu ; Boehringer Ingelheim (BI), Biotis, Ceva, Elanco, dan Intervet,
termasuk kemampuan produsen-produsen vaksin tersebut dalam waktu paling cepat dapat supply ke Indonesia.

Boehringer Ingelheim yang sudah mendapatkan approval letter dari Ditjen PKH, dan memasukan Vaksin PMK ke
Indonesia sebesar 3 juta dosis vaksin, sedangkan 4 produsen vaksin lainnya masih menunggu approval letter dari
ditjen PKH.

Pihak Asosiasi yang telah dan sedang mengajukan untuk Vakninasi PMK Mandiri melalui Asosiasi, yaitu :

1. Gapuspindo 585.586 dosis

2. AIPS 80.000 dosis

3. HPDKI 57.100 dosis

4. AMI 50.000 dosis

5. PPSKI 35.200 dosis
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REGULASI ; PERMENTAN NO 09 TAHUN 2018 tentang Pemasukan
Obat Hewan Khusus ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 
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04 SAPI PMK SEBAGAI BUFFER STOCK DAGING PEMERINTAH
Diperlukan penugasan oleh Badan Pangan Nasional kepada Bulog atau ID Food juga
beberapa BUMD dan Private Sector lainnya, bekerja sama dengan RPH yang meiliki
infrastruktur penanganan pemotongan ternak bersyarat (PMK) bahwa Sapi-sapi yang
terpapar PMK, suspect, atau pemotongan dalam kaitannya dengan penanganan
Mitigasi PMK digunakan sebagai BUFFER STOCK DAGING PEMERINTAH. Bentuk
penugasan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban resiko ekonomi peternak yang
terdampak PMK, juga sebagai informasi BULOG setiap tahunnya masih melakukan
importasi Daging Kerbau dari negara yang belum bebas PMK (Indian Buffalo Meat /
IBM) sebesar 80.000 – 100.000 ton. Berikut skema usulan rekomendasi :



Penyaluran Skema B2B
(komersil)

Petani/Peternak
Terdampak

Pembelian Sesuai
Harga yang 

Disepakati (B2B)
Penyaluran

Permintaan reviu

Hasil reviu

1. Penugasan sapiPMK sebagaiBufferstock daging
pemerintah.

2. Penugasan Skema Komersial/B2B Bulog/ 
ID food/ RPH Dharma Jaya.

Koordinasi

Pengelolaan/Pengolahan

1.Penugasan Stabilisasi  
pasokan & harga pangan  
(NFA)

2.Penugasan lain (NFA)

Pembayaran 
badasarkan hasil reviu

Closed Loop

Usulan

DAGING
SAPI

DAGING
SAPI

DAGING
SAPI

Rekomendasi
Dinas/ 	Otovet
sapi suspect/ 	
posit i f PMK

Koordinasi

Penyerapan
daging

Mitigasi Wabah PMK melalui Skema Cadangan Pangan Daging Pemerintah/Buffer Stock

RPH	YANG	D ITUNJUK	
PEMERINTAH	D INAS	

KABUPATEN	KOTA/ 	PROVINSI

RPH DITUNJUK

ADDI, NAMPABUMN, BUMD & 
SWASTA

KEMENKO EKONOMI

INFRASTRUKTUR COLD CHAIN

KOORDINASI 
KOPERASI DAN ASOSIAS

GAPUSPINDO, KSI, 
PPSKI

Kredit Skema Resi
Gudang (S-SRG) 



Skema Pemotongan Sapi PMK di RPH dan Penanganan Dagingnya

DAGING
SAPI

DAGING
SAPI

DAGING
SAPI

SAPI	PETERNAK/	LEMBAGA	USAHA	
TERDAMPAK

GUDANG	DAGING	SAPI
PENGELOLA	STANDAR	

Sapi PMK	dilengkapi surat
rekomendasi untuk
dipotong oleh	dinas terkait

OFFAL/JEROAN,	KEPALA,	KAKI,	KULIT

KARKAS	SAPI

RPH	DITUNJUK	DAN	INFRASTRUKTUR	COLD	CHAIN

PROSES	
DEBONING

PEREBUSAN

1. Membuang limfoglandula utama pada	
karkas (deglanded);

2. Pemisahan atau pelepasan tulang dari
karkas (deboned):	dan

3. Pelayuan karkas pada	suhu dingin (di	
bawah 10	°C)	selama minimal	24	jam	
sampai pH	daging mencapai di	bawah 6,0.

PEMBEKUAN

1. Pemusnahan/	perebusan bagian
tubuh/organ	yang	menjadi tempat
predileksi virus	seperti limfonodus,	tulang,	
dan	jeroan (ginjal,	hati,	pankreas,	limpa,	
timus,	tiroid,	otak dan	usus)

PEMBEKUAN



Penyerahan Barang

Resi Gudang

1

2

Pengajuan
Permohonan

Analisa

Verifikasi dan PHJ 
Resi

Surat Konfirmasi Verifikasi dan
PK PHJ

Pencairan Kredit

IS-WARE / PT. KBI
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1. Bunga 6% kepada end user, 5,5% 
subsidi dari Pemerintah.

2. Plafond, 70% dari nilai resi
Maksimal Rp 500 juta

3. Jangka waktu, Maksimal 12 bulan.

PEMBIAYAAN	DARI	BANK	KE	
PETANI

PEMBIAYAAN	DARI	BANK	KE	PETANI	
MELALUI	LEMBAGA	LINKAGE	

KOPERASI,	BPR,	FINTECH	,	DSB
Lembaga	Linkage	memperoleh sharing	fee

PENYALURAN	S-SRGSYARAT	&	KETENTUAN

1. Tidak memiliki catatan kredit
bermasalah pada bank atau lembaga
keuangan lainnya

2. Boleh sedang menikmati fasilitas kur
3. NIK valid
4. Maksimal menerima pembiayaan S-

SRG 500 juta / tahun

Kredit Skema	Resi Gudang	(S-SRG)	adalah fasilitas pinjaman
yang	mendapatkan Subsidi Bunga	dari Pemerintah dengan
jaminan Resi Gudang	yang	diberikan oleh	bank bjb kepada
Petani,	Kelompok Tani,	Gabungan Kelompok Tani &	Koperasi.

Skema Pembiayaan Kredit Resi Gudang untuk Cadangan Pangan Daging
Pemerintah/Buffer Stock

20 komiditas yang sudah
ditetapkan, namun

DAGING SAPI, KERBAU, 
DOMBA DAN KAMBING 
BELUM DITETAPKAN

GUDANG DAGING DAN PENGELOLA
TERDAFTAR DAN TERSTANDAR
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KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT SEKTOR PETERNAKAN, KUR DAN LPDB

Diperlukan kebijakan restrukturisasi kredit bagi peternak yang mengakses Kredit Sektor Peternakan,
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) untuk peternak atau peternak
anggota Koperasi Peternakan yang ternaknya terdampak PMK. Kebijakan restrukturisasi dapat dilakukan
melalui penundaan pembayaran bunga atau pokok yang telah jatuh tempo atau bahkan pembebasan
bagi peternak yang sapinya mati, serta Pembiayaan Kembali (Refinancing).
Karena akibat PMK ini akan banyak terjadi depopulasi pemotongan ternak yang berakibat tuirunnya populasi
ternak, baik ternak potong untu penghasil daging maupun ternak perah untuk penghasil susu, maka akan
diperlukan dana / anggaran atau sistem pembiayaan (KREDIT) yang sangat besar untuk PROGRAM
RESTOCKING atau BUILDING NATIONAL HERD untuk ternak-ternak tersebut, kaitannya dengan ketahanan
dan kemandirian Pangan Protein asal daging dan susu di Indonesia
Kebijakan restrukturisasi dilakukan melalui Kemenko Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
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PENGETATAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU LOCK DOWN AREA

• Penetapan Wabah di 4 Kabupaten di Jawa Timur dengan Kepmentan No. 403 Tahun 2022 yang diikuti dengan ’Lockdown
area wabah' tersebut pada tanggal 9 Mei 2022, faktanya saat ini ada 19 Propinsi dan 227 Kab/Kota yang tercatat
kpnfirmasi positif PMK.

• Pengaturan Lalu Lintas Ternak antar Pulau lebih efektif dalam Penanganan Penularan PMK, sedangkan Pengaturan Lalu
Lintas antar Kab/Kota dalam satu Propinsi atau satu Pulau tidak efektif dalam Penanganan Penularan PMK.

• Tumpang tindih peraturan mengenai Lalu Lintas Ternak antar daerah Kab/Kota dan atau Propinsi.

• Kebijakan Pengetatan Lalu Lintas tenak dan atau lock down area tidak akan efektif jika no 1 sampai dengan no 6
(penundaan pembayaran kredit) tidak dilaksanakan dengan simultan.

• PENANGANAN PENULARAN PMK DI INDONESIA AKAN BERJALAN EFEKTIF JIKA PETERNAK MENDAPATKAN KEPASTIAN
PENGGANTIAN YANG LAYAK JIKA TERNAKNYA TERPAPAR PMK (DIBELI PEMERINTAH).



PENDEKATAN KEBIJAKAN EKSISTING

Memastikan pembentukan posko di 

lintas daerah, jembatan timbang, 

pelabuhan laut dan udara, posko

desa serta personel yang bertugas

Pembentukan Posko

Melakukan monitoring ketersedian

daging khususnya hewan berkuku belah

(sapi, domba, kambing, dan babi) 

sehingga stoknya tercukupi di daerah

Monitor Harga Daging

Apabila kebutuhan hewan qurban tidak

bisa terpenuhi, tidak perlu memobilisasi

hewan ternak antar daerah.

Lalu Lintas Ternak di Idul Adha

Komunikasi publik dilakukan dengan masif, 

terkait lalu lintas momentum Idul Adha, 

edukasi masyarakat, dan antisipasi daerah

yang masih bebas PMK

Komunikasi Publik
Aktifkan kembali posko PPKM Mikro

untuk pelaporan data, optimalisasi

surveilans, testing, dan karantina. 

Anggaran dari daerah didukung pusat

untuk vaksinasi dan testing.

Aktivasi PPKM Mikro

TARGET:	Wabah Hilang Secepat-Cepatnya dan	Indonesia	dinyatakan bebas PMK

Satgas PMK BNPB

Melakukan lockdown di tingkat kecamatan

apabila 50% kecamatan dari suatu provinsi

tersebut terinfeksi (zona merah)

Lockdown Tingkat Kecamatan

Sumber:	Satgas PMK	BNPB



TERIMAKASIH


